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Selviana Hartono. Juni 2023. KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM 

TINDAKAN PENYADAPAN SUARA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi 

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 Halaman, Pembimbing Utama : 

Dr.Noor Hafidah, S.H., M.Hum. dan Pembimbing Pendamping : Dr.Suprapto,S.H., 

M.H., 

 

Hak untuk berkomunikasi dan menerima informasi dijamin dalam Pasal 28F Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUD NKRI 1945), namun 

penyadapan tidak diperbolehkan di Indonesia karena penyadapan merupakan tindak 

pidana.Namun, ada beberapa ketentuan yang memungkinkan mendengarkan secara 

sistematis dalam pengertian institusi masing-masing.Penyadapan dilakukan untuk 

tujuan tertentu yang pelaksanaannya dibatasi oleh undang-undang, sehingga 

penyadapan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.Terkait dengan penindakan 

pidana, penyadapan merupakan alternatif hukum pidana dari munculnya bentuk-bentuk 

kejahatan atau dapat juga digunakan sebagai sarana pencegahan dan penyidikan 

kejahatan.Saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang 

penyadapan.Aturan tentang penyadapan sudah dimuat dalam beberapa undang-

undang, namun tidak mengatur penyadapan secara detail.Selain itu, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, disingkat Polri, juga mengatur penyadapan sesuai Peraturan 

Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang tata cara penyadapan.Masih terdapat 

beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan penyadapan, antara lain 

penyadapan oleh otoritas penyadap sehingga merugikan individu yang bersangkutan, 

karena data pribadi dapat diketahui oleh penyadap dan disalahgunakan oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab. Selain itu, keberadaan hasil penyadapan yang dapat 

digunakan tidak dapat disangkal di pengadilan, karena tidak ada mekanisme 

pengaturan yang seragam, jelas, dan tidak ambigu.Peraturan perundang-undangan 

tentang penyadapan memiliki mekanisme tersendiri hanya pada lembaga masing-

masing dan tidak memiliki landasan hukum yang kuat. 
 

Dalam perkembangannya, beberapa kewenangan khusus aparatur negara terkait 

undang-undang penyadapan komunikasi diatur dalam setidaknya enam undang-

undang, yakni Undang-Undang Psikotropika, Undang-Undang Narkotika Nomor 35 

Tahun 2009, Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Sesuai 

dengan sifatnya, penyadapan melibatkan mendengarkan, merekam, menerjemahkan, 

mengubah, memblokir, atau menyimpan dokumen elektronik publik. Penyadapan 

pertama dilakukan dengan mencoba mendapatkan informasi rahasia dari orang lain 

atau pihak lain atau kelompok tertentu, yang masih dilakukan secara manual dan 

konvensional. Artinya, orang kemudian mencoba mendapatkan informasi sensitif dari 

orang lain berdasarkan kemampuan fisiknya sendiri dan tanpa teknologi. Berbeda 
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dengan era modernisasi dan globalisasi saat ini, penyadapan sudah dapat dilakukan 

dengan bantuan teknologi canggih yang memudahkan dalam pengolahan data pribadi 

lainnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengubah Undang-undang Nomor 

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa 

“kripto” berarti penyadapan, pencatatan, penerusan, pengubahan, pemblokiran 

dan/atau perekaman. Undang-undang tidak mengatur secara teknis prosedur 

penyadapan, mekanisme pengaduan dan rehabilitasi. Dalam kasus penyadapan, harus 

ada mekanisme pengaduan yang diatur pihak yang merasa dilecehkan dan mekanisme 

ganti rugi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tanggal 24 

Februari 2011. Berdasarkan putusan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia dalam Pendapatnya tentang Reformasi Pidana Penyadapan perlu 

merumuskan ketentuan khusus yang mencakup semua. aturan penyadapan yang ada. 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan “khususnya” adalah undang-undang tersendiri 

yang isinya hanya mengatur penyadapan.  

 

Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis apakah kejaksaan mempunyai 

wewenang untuk melakukan penyadapan suara dan mengetahui mekanisme 

penyadapan suara oleh kejaksaan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual 

yang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan 

dengan penelitian yang diteliti. 

 

Menurut dari hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa : Pertama, Bahwa terkait 

kewenagan kejaksaan dalam tindakan penyadapan suara diatur dalam Pasal 30c huruf 

(i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan yang 

diberikan pun harus sesuai dengan Undang-Undang Khusus yang mengatur mengenai 

penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Belum 

ada aturan turunan ataupun aturan khusus yang dimaksud mengenai tata cara 

penyadapan yang harus dilakukan oleh kejaksaan. Kedua, Kendala-kendala yang ada 

dalam terkait pelaksanaan tindakan penyadapan suara adalah seperti yang disebutkan 

dalam poin pertama bahwasanya belum ada aturan turunan atau aturan khusus 

mengenai penyadapan sendiri. Yang mengakibatkan banyak pertentangan karena 

dianggap bisa melanggar batas privasi seseorang karena belum ada mekanisme atau 

batasan kriteria tentang penyadapan dan sejauhmana kerahasiaan hasil penyadapan 

tidak disalahgunakan.  
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ABSTRAK 

Seharusnya undang-undang penyadapan dibuat oleh pemerintah dan DPR untuk 

mencegah kesewenang-wenangan penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. 

Studi hukum ini menyelidiki dan menganalisis apakah kejaksaan berwenang 

melakukan penyadapan dan mengetahui prosedur untuk melakukannya. Pendekatan 

penelitian normatif memakai pendekatan per-Undang-Undangan dan pendekatan 

kontekstual untuk mengkaji semua per-Undang-Undanganan yang berlaku terhadap 

subjek penyelidikan. 

Temuan penelitian ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, Pasal 30c huruf 

(i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia rnengatur tentang 

kewenangan kejaksaan dalam tindak penyadapan. Selain itu, kewenangan yang 

diberikan harus sesuai dengan Undang-Undang Khusus yang meregulasikan mengenai 

penyadapan dan pendirian pusat pelatihan tindak pidana. Kantor kejaksaan tidak 

diharuskan mengikuti prosedur penyadapan khusus atau peraturan turunannya. Kedua, 

Kendala-kendala yang ada dalam terkait pelaksanaan tindakan penyadapan suara 

adalah seperti yang disebutkan dalam poin pertama bahwasanya belum ada aturan 

turunan atau aturan khusus mengenai penyadapan sendiri. Yang mengakibatkan 

banyak pertentangan karena dianggap bisa melanggar batas privasi seseorang karena 

belum ada mekanisme atau batasan kriteria tentang penyadapan dan sejauhmana 

kerahasiaan hasil penyadapan tidak disalahgunakan. 

Kata Kunci: Penyadapan, Kejaksaan, Privasi 
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